
 

 

SALINAN 
 

 
 

 
 

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
 

NOMOR   25  TAHUN   2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN 

2019 TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   
 

BUPATI  PURBALINGGA, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan pengaturan 
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah 
beberapa ketentuan Besaran Dana Operasional Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purbalingga;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Purbalingga Nomor 16 Tahun 2019 tentang Besaran 
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Purbalingga; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 

 



 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administatif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6057); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 48 );  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN 
2019 TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
PURBALINGGA. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2019 Nomor 16), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
      

Pasal 4 

 
Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 setiap bulan untuk Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari 
uang representasi Ketua DPRD, sedangkan Wakil Ketua DPRD paling 

banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD. 
 
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

 
(1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan 
ketentuan:  

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk 

semua biaya/lumpsum; dan  



 

 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana 

operasional lainnya. 

(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan 

untuk: 

a. representasi, antara lain untuk menyampaikan berbagai informasi 

dan permasalahan yang ada di masyarakat serta melaksanakan 
dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh anggota 

masyarakat; 

b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan, keamanan dan 
transportasi guna mendukung kelancaran tugas Pimpinan DPRD; 

dan 

c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, 

upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah 

pimpinan Daerah dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara 
DPRD, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang sifatnya 
insidentil. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 
 

 
Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 2 Januari 2023 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

ttd 
 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 

ttd 
 

 
HERNI SULASTI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 25 

 


